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BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 30 TAHUN
2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BUPATI LUWU TIMUR,

bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemugutan Pajak
Penerangan Jalan sesuai dengan potensi objek Pajak
terhadap Pendapatan Asli Daerah, maka  Peraturan
Bupati Luwu Timur Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang
Pajak Penerangan Jalan perlu untuk ditinjau kembali;
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang
Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh Perseroan
Terbatas Perusahaan Listrik Negara (Persero)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral, sehingga perlu dilakukan
penyesuaian tarif yang berlaku saat ini;

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dimana
terjadi perubahan nama nomenklatur Perangkat Daerah
sehingga perlu disesuaikan dengan kondisi dan
perkembangan saat ini;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 30 Tahun 2011
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah
Tentang Pajak Penerangan Jalan;



Mengingat

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4270);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4287);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang

Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan
Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh
Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5179);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
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tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang
Disediakan Oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1565) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016
tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT.
Perusahaan Listrik Negara (Persero) (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 303);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu
Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Luwu Timur Nomor 89);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 15
Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur
Nomor 44);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);

Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 30 Tahun 2011
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah
Tentang Pajak Penerangan Jalan (Berita Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 30).



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 30 TAHUN
2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PENERANGAN
JALAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 30 Tahun
2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pajak Pajak Penerangan Jalan
(Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 137) diubah
sebagai berikut:

Ketentuan angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 9 diubah, dan
disisipkan 1 (satu) angka yakni angka la, serta ditambahkan 3 (tiga)
angka yakni angka 35, angka 36, dan angka 37 sehingga Pasal 1
berbunyi sebagai berikut :

1.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

I

1a.

Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Luwu Timur.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnva disingkat
BPKD adalah perangkat daerah yang membidangi urusan
pengelolaan keuangan daerah.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Luwu Timur,

Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu
dibidang perpajakan daerah dan mendapat pendelegasian
kewenangan dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi
wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan
yvang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun vang tidak
melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan
komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN),
atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi
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sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha
tetap.

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga
listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber
lain.

Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan,
dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam
rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bank atau Tempat Lain yvang ditunjuk adalah pihak ketiga vang
menerima pembayaran pajak penerangan jalan terutang.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat
dikenakan pajak.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar
pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yvang mempunyai hak
dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu
saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian
tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya
pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada
wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar wajib pajak
atau penanggung pajak melunasi utang pajak dan biayva penagihan
pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan
penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa,
mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan,
melaksanakan penyanderaan sertamenjual barang vang telah
disita.

Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk
menilai kelengkapan pengisian Surat Ketetapan Pajak Daerah dan
lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran
penulisan dan penghitungannya.

Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang
tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta
menemukan tersangkanya.

Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan
pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang
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sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah,
sebagaimana dimaksud dalam wundang-undang hukum acara
pidana.

Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan
biaya penagihan pajak.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan
secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan
perpajakan daerah dan retribusi daerah.

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau
jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling
lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak
untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang
terutang.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yvang selanjutnya disingkat
SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk
melaporkan penghitungan danj/atau pembayaran pajak, objek
pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD,
adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak vyang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang
ditunjuk oleh Bupati.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, vang selanjutnya
disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak,
jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi
administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang
selanjutnya disebut SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bavar, yang selanjutnya
disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak vang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak
lebih besar daripada pajak vang terutang atau seharusnya tidak
terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disebut
SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yvang menentukan jumlah
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pokok pajak sama besarmya dengan jumlah kredit pajak atau pajak
tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Surat Tagihan Pajak Daerah, vang selanjutnya disingkat STPD,
adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi
administratif berupa bunga dan/atau denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau
kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam
surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak
daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat
ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan
pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat
tagihan pajak daerah, surat keputusan pembetulan, atau surat
keputusan keberatan.

Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas
keberatan terhadap surat pemberitahuan pajak terutang, surat
ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang
bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan,
surat ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah
lebih bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh
pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.

Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan wajib pajak
atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat
diajukan banding berdasarkan ketentuan perundang-undangan
perpajakan.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas
banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh
wajib pajak.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan
secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan
yang meliputi harta, kewajiban, modal penghasilan dan biaya,
serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa,
yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca
dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.

Cek adalah sarana yang digunakan untuk menarik atau
mengambil uang direkening giro.

Bilyet Giro adalah surat perintah pemindah bukuan dari nasabah
suatu Bank kepada Bank yang bersangkutan,untuk memindahkan
sejumlah uang dari rekeningnya ke rekening penerima yang
namanya disebut dalam bilyet giro, pada Bank yang sama atau
Bank yang lain.

Transaksi mnon tunai adalah sistem pembayaran tanpa
menggunakan uang fisik (kertas maupun logam).



2. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 3 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat
(3a), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(3a)

(4)

Pasal 3

Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan yakni Nilai Jual Tenaga

Listrik.

Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dalam hal :

a. tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai
Jual Tenaga Listrik merupakan jumlah tagihan biaya
beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh /variabel
vang ditagihkan dalam rekening listrik; dan

b. tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik
dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan
listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik
vang berlaku dalam Daerah.

Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yvang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Harga satuan listrik sebagaimana tercantum pada Lampiran dapat
ditinjau kembali setiap 3 (tiga) bulan atau menyesuaikan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perhitungan Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b, dengan kategori sebagai berikut :

a. untuk pembangkit listrik yang memasang alat ukur, dihitung
dengan rumus sebagai berikut :

NJTL = Kwh Pemakaian X Harga satuan listrik.

b. untuk pembangkit listrik yang belum memasang alat ukur,
dihitung dengan rumus sebagai berikut :

NJTL = KVA X FD X Jam Nyala X Rp/Kwh
Keterangan :

NJTL = Nilai Jual Tenaga Listrik

KVA = Kapasitas Daya Terpasang

FD Faktor Daya, yaitu tolok ukur dalam bentuk angka,
vang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan
alat pembangkit listrik sebesar 0.85.

I

Jam nyala = Jam nyala penggunaan tenaga listrik per bulan
berdasarkan hasil pendataan/didasarkan pada
sistem shif kerja perusahaan dalam setiap hari,
dengan batasan minimum 1 (satu) shif sama



dengan 8 jam, 2 shif sama dengan 16 jam, dan 3
shif sama dengan 24 jam.

Rp/Kwh = Harga satuan listrik per Kwh.

(5) Jumlah pemakaian tenaga listrik dari pemakaian yang tercatat
dalam alat ukur penggunaan tenaga listrik yang harus disediakan
dan dipasang oleh wajib pajak.

(6) Penentuan titik pemasangan alat ukur sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) disepakati antara Pemerintah Daerah dengan wajib pajak
yang dituangkan dalam berita acara.

(7) Dalam hal wajib pajak belum memasang alat ukur, penentuan
penggunaan tenaga listrik dihitung secara jabatan (official
assesment).

Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), avat (5), dan ayat (7) Pasal
4 diubah, sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Perangkat Daerah pemungut pajak dalam hal ini BPKD menerbitkan
bentuk SPTPD sebagai media wajib pajak dalam melaporkan,
menghitung, dan membayar sendiri pajak terutang.

(2) Setiap wajib pajak, wajib menghitung, memperhitungkan,
membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang kepada Kepala
Badan dengan menggunakan SPTPD.

(3) Setiap wajib pajak wajib menyampaikan SPTPD kepada Kepala
Badan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

(4) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak
terutang kurang atau tidak dibayar, dan SPTPD tidak disampaikan
kepada Kepala Badan dalam jangka waktu tertentu dan setelah
ditegur secara tertulis, Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk
menerbitkan SKPDKB.

(5) Dalam hal ditemukan data baru dan/atau yang semula belum
terungkap vang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang
terutang, Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan
SKPDKBT.

(6) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran pajak terutang, maka
diterbitkan SKPDLB.

(7) SKPDKB, SKPDKBT, ditandatangani oleh Kepala Badan atau pejabat
yvang ditunjuk,

(8) Kepala Badan dapat menerbitkan STPD, apabila :

a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar; dan

b. Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga atau
denda.



4.

Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
(6)

(7)

Pasal 5

Pembayaran pajak terutang dilakukan pada Bendahara Penerimaan
BPKD dan/atau Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil
penerimaan pajak disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam
atau jangka waktu lain vang ditentukan oleh Bupati.

Dalam hal wajib pajak melakukan penyetoran pada Bendahara
Penerimaan, terhadap SPTPD yang disampaikan wajib pajak
dilakukan penelitian, dan selanjutnya bendahara penerimaan
menerbitkan SSPD untuk diberikan kepada wajib pajak sebagai
bukti pelunasan pajak.

Dalam hal wajib pajak melakukan penyetoran pada Bank atau
tempat lain, terhadap SPTPD yang dilaporkan wajib pajak dilakukan
penelitian dan disampaikan pada Bank yang ditunjuk, dan
selanjutnya Bukti setoran yang telah divalidasi oleh Bank di
sampaikan pada Bendahara Penerimaan untuk diterbitkan SSPD
sebagai bukti pelunasan pajak.

Pembayaran pajak terutang harus dilakukan dan disetor sekaligus.
Pajak terutang harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal 10
(sepuluh) bulan berikutnya dari masa pajak yang terutang dengan
menggunakan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Keterlambatan penyetoran pajak, akan dikenakan denda tambahan
sebesar 2% (dua persen) per bulan dari pokok pajak, dan maksimal
keterlambatan 24 (dua puluh empat) bulan, pengenaan denda
keterlambatan menggunakan STPD.

Ketentuan ayat (1), ayat (2) huruf (a), huruf (b), huruf (d), huruf (e) dan
huruf (f) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 6

Kepala Badan atas permohonan wajib pajak dapat memberikan
persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang
atau menunda pembayaran dalam jangka waktu tertentu setelah
memenuhi persyaratan yang ditentukan, dengan dikenakan bunga
sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

Pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang
diatur sebagai berikut :

a. wajib pajak vang akan melakukan pembayaran secara angsuran
maupun menunda pembayaran pajak, harus mengajukan
permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan dengan
disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotocopy SKPDKB
dan/atau STPD yang diajukan permochonannya;
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b. permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus
sudah diterima BPKD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum
tanggal jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan;

permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus

melampirkan rincian pajak terutang untuk masa pajak atau tahun
pajak vang bersangkutan serta alasan yang mendukung
diajukannya permohonan;

. terhadap permohonan pembayaran secara angsuran maupun

penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Badan, dituangkan

dalam Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Badan;
pembayaran angsuran ditetapkan paling lama 10 (sepuluh) kali
angsuran dalam jangka waktu selama 10 (sepuluh) bulan terhitung
sejak tanggal surat keputusan angsuran, kecuali ditetapkan lain
oleh Kepala Badan berdasarkan alasan wajib pajak yang dapat
diterima;

penundaan pembayaran ditetapkan paling lama 4 (empat) bulan

terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat

dalam SKPDKB dan/atau STPD kecuali ditetapkan lain oleh Kepala

Badan berdasarkan alasan wajib pajak yang dapat diterima;

penghitungan untuk pembayaran angsuran sebagai berikut :

1. penghitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah
sisa angsuran;

2. jumlah sisa angsuran yakni hasil pengurangan antara besaran
sisa pajak yang belum atau diangsur dengan pokok pajak
angsuran;

3. pokok pajak angsuran yakni hasil pembagian antara jumlah
pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan
angsuran;

4. bunga yakni hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran
dengan bunga sebesar 2% (dua persen); dan

5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran yakni
pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua
persen).

. terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan, tidak

dapat dibayar dengan angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2%

(dua persen).

penghitungan untuk penundaan pembayaran sebagai berikut :

1. penghitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak
terutang vang akan ditunda yakni hasil perkalian antara bunga
2% (dua persen) dengan jumlah bulan yag ditunda, dikalikan
dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;

2. besarnya jumlah yang harus dibayar yakni seluruh jumlah
utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2%
(dua persen) perbulan; dan



6.

3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat
pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan
tidak dapat diangsur.

j- terhadap wajib pajak vang telah mengajukan permohonan
pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan
penundaan pembayaran untuk surat ketetapan pajak yang sama.

Ketentuan ayat (1), ayat (3) huruf (a), huruf (¢), huruf (e}, ayat (4) huruf
(a), dan ayat (5) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatannya atas
permohonan wajib pajak dapat mengurangkan atau menghapuskan
sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak
yvang terutang dalam hal sanksi administrasi tersebut dikenakan
karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.

(2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap :

a. sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda disebabkan
keterlambatan pembayaran pada masa pajak; dan

b. sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan
pajak dalam surat ketetapan dan/atau STPD.

(3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan sebagai berikut :

a. wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada
Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu paling
lambat 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo kecuali wajib pajak
dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat
dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;

b. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus
dicantumkan alasan yang jelas dengan pernyataan kekhilafan
wajib pajak atau bukan karena kesalahannya, dan melampirkan
SSPD yang telah diisi dan ditandatangani wajib pajak;

c. terhadap permohonan yang disetujui, Kepala Badan atau Pejabat
yvang ditunjuk mengurangkan atau menghapuskan sanksi
administrasi bunga atau denda akibat keterlambatan
pembayaran pada masa pajak, dengan cara menuliskan
catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD bahwa
sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan;

d. wajib pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1 x 24
(satu kali dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan;

e. terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Badan atau pejabat
vang ditunjuk :



1. menuliskan catatan keterangan pada sarana pembayaran
SSPD bahwa sanksi tersebut dikenakan sebesar 2% perbulan
untuk kemudian dibubuhi tandatangan dan nama jelas; dan

2. menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi bunga tersebut,

(4) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana
dimaksud ayat (2) huruf b, dilakukan sebagai berikut :

a. wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada
Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 4
(empat] bulan sejak surat ketetapan diterima wajib pajak,
kecuali wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu
tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar
kekuasaannya;

b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus
mencantumkan alasan yang jelas serta melampirkan :

1. surat pernyataan kekhilafan wajib pajak atau bukan karena
kesalahannya; dan

2. surat ketetapan pajak yang menetapkan adanya kenaikan
pajak terutang.

(5) Berdasarkan surat permohonan dan lampirannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b, dan ayat (4) huruf b, Kepala Badan
atau pejabat yang ditunjuk segera melakukan penelitian
administrasi tentang kebenaran dan alasan wajib pajak maupun
lampirannya.

Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Pasal 8
diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Terhadap pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi
karena jabatan, penelitian administrasi dilakukan sesuai
permintaan Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Dalam hal permohonan memerlukan penelitian dan pembahasan
materi lebih mendalam maka Kepala Badan atau Pejabat melakukan
rapat koordinasi untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan
yang dituangkan dalam laporan hasil rapat pembahasan
permohonan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi.

(3) Atas dasar hasil penelitian administrasi, pejabat yang ditunjuk
membuat telaahan atas pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi untuk selanjutnya mendapat persetujuan Kepala
Badan.

(4) Dalam hal telaahan disetujui, Kepala Badan menerbitkan Surat
Keputusan Pengurangan dan penghapusan Sanksi Administrasi
sebagai pengganti Surat Ketetapan atau STPD semula.
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(5) Wajib pajak melakukan pembayaran paling lambat 7 (tujuh) hari
setelah menerima surat keputusan pengurangan atau penghapusan
sanksi administrasi.

(6) Dalam hal telaahan ditolak, Kepala Badan menerbitkan Surat
Keputusan Penolakan Pengurangan dan penghapusan Sanksi
Administrasi.

8. Ketentuan ayat (1), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 9 diubah,
sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Bupati dalam hal ini Kepala Badan karena jabatannya atau atas
permohonan wajib pajak dapat mengurangkan atau membatalkan
ketetapan pajak yang tidak benar, apabila terdapat :

a.

data atau fakta baru yang belum terungkap pada waktu
pemeriksaan/penelitian untuk menentukan besarnya pajak
terutang sedangkan batas waktu pengajuan keberatan atau
pengajuan pembetulan surat ketetapan atau pengajuan
pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi telah
terlampaui;

data atau fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak
dipertimbangkannya pengajuan keberatan atau pengajuan
pembetulan surat ketetapan atau pengajuan pengurangan dan
penghapusan sanksi administrasi akibat tidak dipenuhinya
persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui
batas waktu yang telah ditentukan.

(2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni jumlah
pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga, denda,
dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam surat ketetapan.

(3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atas dasar

. permohonan wajib pajak dilakukan sebagai berikut -

a.

b.

surat permohonan wajib pajak didukung oleh data atau fakta

baru yang meyakinkan;

dalam surat permohonan wajib pajak harus dilampirkan

dokumen berupa fotokopi :

1. surat ketetapan pajak yang diajukan permohonannya;

2. dokumen yang mendukung diajukannya permohonan; dan

3. berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau
bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi
administrasi.

pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, tidak dapat

dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada

wajib pajak.



9.

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(1)

(2)

Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak karena jabatan
dilakukan sesuai permintaan Kepala Badan atau atas usulan dari
pejabat berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan
baru.

Atas dasar permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dan permintaan/usulan karena jabatan, Kepala Badan atau

Pejabat melakukan rapat koordinasi untuk membahas pengurangan

atau penghapusan ketetapan pajak.

Hasil pembahasan disampaikan kepada Kepala Badan dengan

melampirkan  uraian pemandangan atau masukan atas

pengurangan/pembatalan ketetapan pajak, selanjutnya Kepala

Badan memberikan disposisi menerima atau menolak pengurangan

dan pembatalan ketetapan pajak.

Dalam hal diterbitkannya Surat Keputusan pengurangan atau

pembatalan ketetapan pajak, pejabat segera melakukan :

a. pembatalan surat ketetapan pajak yang lama dengan cara
menerbitkan  ketetapan pajak yang baru yang tetap
mengurangkan atau memperbaiki surat ketetapan vang lama;

b. pemberian tanda silang pada surat ketetapan pajak yang lama,
dan selanjutnya diberi catatan/keterangan bahwa surat
ketetapan pajak ‘dibatalkan’ serta dibubuhi tandatangan dan
nama pejabat yang bersangkutan;

c. memerintahkan kepada wajib pajak untuk melakukan
pembayaran pajak paling lambat 7 (tujuh) hari setelah
diterimanya surat ketetapan pajak yang baru; dan

d. terhadap surat ketetapan pajak yang dibatalkan disimpan
sebagai arsip pada administrasi perpajakan.

Dalam hal diterbitkannya surat keputusan penolakan pengurangan

atau pembatalan ketetapan pajak, maka surat ketetapan pajak yvang

telah diterbitkan dikukuhkan dengan surat keputusan ini.

Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas

kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Badan.

Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disebabkan adanya kelebihan pembayaran pajak vang telah

disetor ke Kas Daerah berdasarkan :

a. perhitungan dari wajib pajak;

b. surat keputusan keberatan atau surat keputusan pembetulan,
pembatalan dan pengurangan ketetapan, dan pengurangan atau
penghapusan sanksi administrasi;

c. putusan banding atau putusan peninjauan kembali; dan
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d. kebijakan pemberian pengurangan, keringanan, dan/atau
pembebasan pajak berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

(3) Permohonan wajib pajak, diajukan secara tertulis paling lambat 6

(enam) bulan sejak saat timbulnya kelebihan pembayaran pajak.

(4) Dalam surat permohonan wajib pajak, harus dilampirkan dokumen:

a. identitas penduduk/KTP pemohon;

b. SPTPD, untuk masa pajak yang menjadi dasar permohonan;

c. bukti pelunasan pajak SSPD yang divalidasi; dan

d. wuraian perhitungan pajak menurut wajib pajak.

Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayvat (5) Pasal 11 diubah, sehingga
Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1),
Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk segera mengadakan
penelitian atau pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan
pembayaran pajak dan pemenuhan kewajiban pembayaran pajak
daerah oleh wajib pajak.

(2) Kepala Badan atau pejabat vang ditunjuk paling lama 12 (dua belas)
bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak harus memberiakn keputusan.

(3) Dalam hal wajib pajak mempunyai utang lainnya, kelebihan
pembayaran pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi utang
pajak dimaksud.

(4) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka
waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya STPD.

(5) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan
setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya STPD,
Kepala Badan atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2%
setiap bulan atas keterlambatan kelebihan pembayaran pajak.



Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannyva dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu

Timur.
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